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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1    Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Determinan Belanja 

Daerah Pada Kabupaten Lembata Tahun 2018-2020, dari hasil analisis dan 

pembahasan yang di uraikan di atas dapat dibuat kesimpulkan: 

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak  signfikan 

terhadap belanja daerah di Kabupaten Lembata. Hal ini ditunjukan pada 

uji t yaitu t variabel pendapatan asli daerah yang menunjukkan nilai 

signifikan 0.194 > 0.05. 

2. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Lembata. Hal ini 

ditunjukan pada hasil uji t variabel Produk Domestik Regional Bruto 

yang  menunjukkan nilai signifikan 0,173 > 0.05. 

3. Jumlah Penduduk berpengruh positif dan signifikan terhadap belanja 

daerah di Kabupaten Lembata.hal ini ditunjukan pada hasil uji t variabel 

Jumlah Penduduk yang menunjukkan nilai signifikan 0.018 < 0.05 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang 

diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah data dan 

beberapa variabel lain diantaranya menambahkan variabel lain-lain 

pendapatan yang sah, pendapatan otonomi khusus. 
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2. Peneliti selanjutnya menggunakan rentang waktu yang lebih panjang 

untuk memberikan hasil penelitian yang lebih valid. 

3. Bagi pemerintah KabupatenLembata, dari hasil yang diperoleh yaitu 

Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negative terhadap 

belanja daerah. Maka, untuk kedepannya pemerintah harus berupaya 

memperbaiki kebijakan dari sector PDRB sehingga kedepannya dapat 

memberikan pengaruh positif. 
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